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KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PADA UPTD KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III : UPTD KPHL Hulu Batanghari
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Hasil (Outcome) : Terkendalinya Tindak Pidana Hutan

Kegiatan : Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola
KPH Hulu Batanghari

Keluaran : Jumlah Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan yang

(Output) dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari

Volume : 10 kali

Kelp  Sasaran : Kawasan Hutan KPHL Hulu Batanghari
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2. Gambaran Umum.

Dalam upaya pengelolaan hutan lestari, kegiatan pengamanan dan perlindungan
kawasan hutan dan hasil hutan merupakan bagian penting untuk menjaga hutan,
agar fungsi hutan, baik fungsi produksi, fungsi lindung maupun konservasi dapat
tercapai secara optimal dan lestari. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
merupakan upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan

dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-
daya alam, hama dan penyakit.

Salah satu kegiatan/upaya perlindungan hutan yang penting dilakukan adalah Patroli
dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan.

Laju kerusakan hutan dan lahan di Indonesia hingga saat ini sudah pada tahap yang
sangat mengkhawatirkaan. Kerusakan hutan dan lahan tersebut akibat dari lemahnya
pengawasan termasuk upaya penegakan hukum, praktik bisnis hutan monopolistik
dan pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan kelestarian alam.

Selain lambatnya laju rehabilitasi hutan juga terdapat gangguan terhadap kawasan
hutan antara lain perambahan kawasan hutan (forest encroachment), pembalakan
liar (/llegal logging), kebakaran hutan dan penggembalaan liar. Pembalakan liar
merupakan penyebab kerusakan hutan yang utama dan masih berlangsung hingga
sekarang ini. Kasus-kasus praktek illegal logging tersebut telah mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah dengan melancarkan serangkaian aksi atau tindakan
guna memberantas praktek menyimpang tersebut mulai dari tingkat nasional sampai
kabupaten/kota. Dengan keluarnya Inpres No.4 tahun 2005 tentang Pemberantasan
Ileggal Logging maka illeggal logging termasuk dalam skala prioritas penanganan
masalah perlindungan dan pengamanan hutan di Indonesia.

Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan
tersebut belum optimal dan dalam pelaksanaannya upaya yang dilakukan masih

banyak bersifat preventif dengan cara pendekatan kiranya perlu sampai pada upaya
represif ( penindakan).

UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mencoba
untuk mengembangkan kegiatan yang pendekatannya lebih besifat preventif melalui

Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu
Batanghari.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah UPTD KPHL Hulu Batanghari
karena  dalam  pelaksanaannya  salah  satunya  dilakukan melalui

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner




